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KOHniI PEIIIILIHAI{ UHUl.l KOTA DEFO(,

I{enimbang a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis

Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepalq Daerah, Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani

berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim
pemeriksa kesehatan;

b. bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cam

Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, pemeriksaan sehat jasnani dan rohani bakal pasangan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mengacu
panduan penilaian kemampuan rohani dan jasmani sebagaimana
direkomendasikan oleh pengurus lkatan Dokter Indonesia
setempaq

c. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b, perlu menetapkan Pedoman Teknis Penilaian
Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Pasangan Calon Walikota
dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikob dan Wakil
Walikota Depok Tahun 2010 dengan Kepuhrsan Komisi Pemilihan
Umum Kob Depok

ilengingEt 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah llngkat II Depok dan Kotamadya Daerah
Tingkat tr Glegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
19S19 Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ilmu PengeEhuan
dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2il)4 tentang Pembenh*af
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepubB?
Indonesia Tahun 2(xX Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 438!l);

I\l]\ll\/



5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 48214);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4721);

B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ,801);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4865);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008
Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

tentang

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun
2008;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang
Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 04 tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

1. Perjanjian Kerjasama Antara KPU Kota Depok dengan Pengurus IDI
Kota Depok tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan
Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota
Depok Tahun 2010, berdasarkan Nomor:02/KB/KPU-Kota-
0LL.3292OU2010 dan Nomor: 378/ IDI-DPVVII/2010 pada tanggal
16 Juli 2010.

2. Surat Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Depok Nomor:
393/IDI/DPVVIlll20t0, tanggal 4 Agustus 2010 perihal Surat
Pengantar Kesehatan Pilkada (Panduan Teknis Penilaian Kesehatan
Pilkada).

Irlemperhatikan



Menetaplan

PERTAIIA

KEDUA

KETIGA

MEUUTUS1GIT:

Komisi Pemilihan Umum Kota Depok berdasarkan Rekomendasi
Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Depok menetapkan
Pedoman Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Depok;

Pedoman Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal
Pasangan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Walikota dan Wakl
Walikota Depok Tahun 2010, sebagaimana terlampir dalam keputusan
ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 4 Agustus 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPIOK

Ketua,

MUHAMMAD HASAII

Ttd



I.AiIPIRAN KEPUTUSAI{ KOMISI PEMIUHAN UMUM KOTA DEPOK

Ilomor: /Kpts/R/KPU-Kota-011.32918U201O
Tanggal:4Agustus2O1O

TE?TTANG

PEDOMAII TEKNIS PEilILAIAI{ KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI BAKAL PASANGAI{

CALOI| WALIKOTA DAT{ WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAI{ UMUM WAUKOTA DAil
WAKIL WAUKOTA DEPOK TAHUN 2O1O

I. PET{DAHULUAT{

A. l,atar Belakang
Walikota dan Wakil Walikota Depok adalah warga negara pilihan yang memiliki

tanggungjawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan teftentu fiasmani dan

rohani) agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan negara dan

bangsanya.

Status kesehatan tersebut di atas harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang

profesional dan impartial ( assessing physicians ) yang dibentuk secara resmi dan khusus

untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para doKer ahli yang kompeten dan memiliki

kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah

Tlngkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 49);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perahtran Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 21431);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor zEO1);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4865);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik

Penyelenggara Pemilihan Umum;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

12. Perafuran Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas

Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 04 tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata
Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

II. TUJUAiI PET{IL,AIAN KESEHATAN

Penilaian Kesehatan Walikota dan Wakil Walikota Depok menilai kesehatan para Bakal

calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana diamanatkan
oleh UUD 1945 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang

diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok.

Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai
Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (s1atus

kesehabn) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas sesuai dengan kriteria png ditentukan.

III. PRINSIP DAN PROTOKOL PENILATAN KESEHATAI{

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan Bakal calon Walikob dan Wakil

Walikota Depok serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu

kemampuan menjalankan trg6 dan kewajibannp. Penilaian tersebut dilakanakan dengan

memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehabn yang memenuhi perqtamtan obyektT-ilmiah

berlandaskan ilmu kedokEran berbasis bnkti.

Sbtus kesehabn yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Walikob dan Wakil Walikota

Depok tidak harus bebas dari penyakit impiment ataupun kecacatan, melainkan setidaknya
mereka harus dapat melakukan kegiabn fisik sehari - hari secara mandiri tanpa hambabn yang

bennakna dan tidak memiliki penpkit yang diperkirakan akan mengaklbatkan kehilangan

kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa
sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan obsenasi, menganalisa, membuat
keputusan dan mengkomunikasikannya.

Penilaian stafus kesehatan dilaksanakan melalui semngkaian pemerilcaan kesehabn dengan
menggunakan probkol yang sesuai dengan standar profesi kedokemn, meliputi pemeriksaan-
perneriksaan sebagai berikut (dafur di bawah bukan urutan pemerilGaan) yang akan diakhiri derc6n
mpat pleno llm Penilaian Kesehatan setelah seluruh hasil pemerilcaan kesehatan selesai:

1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;

2. Pemeriksaan jiwa (psikiabik);

3. Pemeriksaan jasnani:

a. Penyakit Dalam;

b. Jantung dan pembuluh damh;
c. Paru;

d. Bedah;

t-



e. Urologi;

f. Ortopedi;
g. Obstebi ginekologi;

h. Neurologi;

i. Mata;
j. Telinga hidung dan tenggorok;

k Gigi dan mulut.

4, Pemeriksaan Penunjang

4.1. Pemerilcaan Penunjang Wajib

a. Ultrasonog rafi aMomen;
b. Elektokardiografi dan Treadmill Test;

c. Edrokardiografi (atas indikasi);

d. Foto Ron@en Thoraks;

e. Spiromebi;

f. Audiomebi Nada Mumi;
g. USG Tmnsnginal (bagi calon perempuan);

4.2. Penreriksaan Penunjang Atas Indikasi

a. MRI tungsional;

b. MSCT dari Thorax hingga pelvis;

c. Mammografi/USG Payudam;

d. lGrdioangiogmfi;

e. Doppler lGotis dan MRA;

f. Sidik pertusi nuklir jantung;

s. EEG;

h. Eliopsi aspirasi jarum halus;

i. Foto Polos ekstrem'rtas, tulang belakang dan panggul;

j. Foto fundus retina.

5. Pemeriksaan Labomtorium:

a. Pemeriksaan darah dan urin:

(i) Hematologi lengkap;

(ii) Urinalisis lengkap;

(iii) Tes faal hati;

(iv) Tes faal ginjal;

(v) Profil lipid;

(vi) GD Puasa, 2 jam pp, HBA1C (atas indikasi)

(vii) Hepatitis: HBs AG, Anti HCV

(viii) Mkroalbuminuria.

b. Petanda Tumor atas indikasi

c. Papsrnear: Sitologi bagi calon perempuan

6. Pemeriksaan Narkoba

IV. TEMPAT DAN WAI(TU PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pemeriksaan Kesehatan bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dilaksanakan di
Medical Check Up RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad, pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2010,
pukul 07.00-17.00.
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V. TATA LAKSANA PEMERTKSAAN KESETIATAN

a. Persiapan Sebelum Pemeriksaan

1. KPU Kota Depok menginformasikan kepada parpol dan publik mengenai penilaian

kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok sebagai bagian dari syarat
pendaftaran Walikota dan wakil Walikota Depok, yang di dalamnya terdapat:

(i) Tujuan Penlaian Kesehatan;

(ii) Prinsip dan Protokol Pemeriksaan Kesehatan;

(iii) Penyimpulan dan PelaPoran.

2. KPU Kota Depok menjadwalkan penilaian kesehatan bakal Calon Walikota dan Wakil
Walikota Depok. Penjadwalan bersifat final, mengingat periode hari pemeriksaan

terbatas;

3. Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok wajib mengikuti penilaian kesehatan
yang dilakukan oleh llm Penilai Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota
Depok tanpa terkecuali walaupun telah ada hasil pemeriksaan kesehatan sebelumnya
di tempat lain. Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok yang tidak mengikuti
penilaian kesehatan sebagaimana dijadwalkan KPU Kota Depok, dinyatakan tidak
memenuhi cukup syarat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok;

4. KPU Kota Depok meminta kepada setiap bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota
Depok untuk mempersiapkan data riwayat kesehatan hingga saat ini, jika ada;

5. KPU Kota Depok mengundang para bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok
untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, dan menginformasikan:

(i) Tempat dan waktu pemeriksaan;

(ii) Mempersiapkan diri sesuai dengan protocol;

(iii) Puasa mulai jam 20.00 WIB 1 (satu) hari sebelumnya dan hanya diperkenankan
minum air putih;

(iv) Pada jam 06.30 calon diminta minum air putih sebanyak 2 gelas dan kemudian
tidak buang air kecil sampai saat pemeriksaan;

(v) Bagi para bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok perempuan agar sejak
10 hari sebelum hari pemeriksaan pap-smear tidak berhubungan seksual, tidak
memakai vaginal tablet dan atau )amu-jamuan vaginal";

(vi) Pendamping atau pengantar dari pihak calon hanya diperbolehkan maksimal dua
orang yang mendampingi di ruang tunggu lobblq

b. Pelaksaan Pemeriksaan Kesehatan

1. Para bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok tiba di RSPAD Gatot Soebroto
Ditkesad jam 07.00 WIB pada hari sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KPU Kota
Depok dengan membawa surat dari KPU Kota Depok:

2. Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dipercilakan masuk ke ruang tunggu
VIP, dan kemudian dipersilakan untuk berganti pakaian di kamar ganti. Para Calon
akan didampingi oleh perawat;

3. Di ruang tunggu VIP para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok;

4. Pengambilan sampel darah dalam keadaan puasa;

5. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok menjalani pemeriksaan USG
abdomen (dalam keadaan lambung kosong dan kandung kemih penuh);

6. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dipersilakan membuang air
kecil, sebagian ditampung untuk pemeriksaan laboratorium;

7. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dipersilakan sarapan pagi yang
sudah disediakan;



8. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok diperiksa kepribadiannya
dengan menggunakan instrumen MMPI;

9. Pengambilan sampel darah yang kedua dilakukan 2 jam setelah sarapan pagi;

r0. Selanjutnya Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok, menjalani pemeriksaan
kesehatan secara berurutan, yang masing-masing dilakukan oleh satu atau dua orang
dokter spesialis setiap bidang sesuai kebutuhan;

11. Lama pemeriksaan diperkirakan 7 (tujuh) jam, dengan jenis dan lama masing-masing
pemeriksaan diuraikan di lampiran. Waktu istirahat makan siang dan sholat
disesuaikan;

12. Setelah selesai para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dipersilakan
kembali ke Ruang Tunggu untuk berganti pakaian;

13. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok menerima surat keterangan
telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan;

14. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok diberitahu kemungkinan adanya
pemeriksaan lanjutan apabila Tim Penilaian Kesehatan memerlukan.

c. Tata cara Penilaian Hasil Pemerilcaan

1. Rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan dilakukan setelah seluruh hasil pemerilsaan
kesehahn selesai;

2. Rapat pleno dinyatakan mencapai kourum apabila dihadiri oleh sekurangnya:

(i) Penanggungiawab Tim atau Wakil PenangEung Jawab;
(ii) Lebih dari separuh anggota tim pengarah;
(iii) Ketua atau Wakil Ketua Tim Pelaksana;
(iv) Sekrebris atau Wakil Seketaris lim Pelaksana;
(v) Ketua atau Wakil Ketua llm Pemeriksa;
(vi) Anggota Um pemeriksa, seluruh jenis spesialisasi dokter pemerilca harus terwakili.

3. Masing-masing dokter pemeriksa mengajukan hasil pemerikaannya untuk dibahas
oleh seluruh anggota rapat pleno;

4. Kesimpulan adanlra disabilitas dilakukan berdasarkan bukii (evidence based) dan ahu
korsensus ilmiah;

5. Hasil penilaian kesehatan dan kesimpulannya dibuat 2 rangkap, d'rbndatangani oleh Ketua
Tim Pelalaana dan Kefua Tim Pemeriksa; safu rangkap disampaikan dengan surat
penganbr dari RSFAD Gatot Soebroto DiU<esad kepada Ketua KPU Kob Depok. Satu
rangkap menjadi arsip Tim Penilaian Keehabn;

6. Penyampaian hasil penilaian kesehatan yang disertai surat pengantar dari RSFAD Gaffi
Soebroto disampaikan oleh Penanggung Jawab Tim Penilai Kesehabn ke KPU Kob Depok
selambat-lambabrya 2 (dua) hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan kesehatan;

7. Hasil penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Kesehabn bersifat final, dan
hasil penilaian ini tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemerilcaan lain di luar yang
dilakukan Tim Penilaian Kesehatan.

VI. PENYIIIIPULAil DAII PELAPORAN

Sebagaimana disebutkan di abs, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan
hrg6 dan kaaajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam afti kesehatan tidak berarti
harus dari penyakit, impiment ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat
melakukan kegiabn fisik sehari-hari secara mandiri Enpa hambatan yang bermakna dan tidak
memiliki penyakt )ang diperkimkan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima)
tahun ke depan, memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan
dalam melakukan obseruasi, menganalisis; membuat keputusan dan mengkomunikasikann)E.

Dengan demikian, mampu secam rohani dan jasmani untuk melaksanakan h.rgas dan
kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depoli dalam artj kesehatan adalah 

-keadaan

kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jamani yang bebas dari disabil'rtas



Disabilitas mernpunlai pengertian $at, keadaan kesehffin )anS dapat menghambat atau
meniadakan kernampuan dalam menjalankan fugm dan kanajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota
Depok Disabilitas sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a. DisaHlibs dalam kesefiatan jiura :

1. MerEidap psikcis (ganggtlan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikcti( gngguan
waham menetap, gangguan psikotik akut);

2. Mengkiap neurosis berat;

3. Mengidap retardasi mental maupr.rn gangguan intelektual lain (misal: penurunan dap ingat
sepert pada mintrcl cognitive impairmenQ;

4. MerEidap gangguan kepribadian

b. DbaHlitas dalam keselratan jasrnani:

1. Narrclogi:

(i) Dlsat litas motorik sehirEEa Udak mampu mandiri, png tidak dapat dikoreksi;

(ii) Disabilitas sensorik: keseimbangan, pendengaran, dan penglihatan;

(iii)Disabilitas koordinasi;

(iv) C'angEuan memori: dementia;

(v) Gangguan tungi eksekutie

(vi) Gangguan kornunikasi verbal.

2. SisEn }inhlng (hn pembuluh darah:

(i) C€ngguan jantung / pembuluh darah dengan risiko morblitas dan morbidibas jangka perdek
)arg tinggi dan tidak dapat dikoreki;

(ii)Gangguan kardicvaskular $mtomatik png sukar diatasi dengan farmakoterapi abu
intervensi bedah abu no*ffih;

(iii) Disabilibas akibat bleransi/kemampuan fisik yang rendah;

3. Sistem Pernafasan:

(i) Gangguan pemafasan dengan derajat obstruksi berat dan restriksi berat;

(ii) Menderita kanker paru primer.

4. Bidang Penglihatan:

(i) Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam
penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari _lager 2 pada mata
terbaik;

(ii) Lapang pandangan kurang dari 20 Derajat;

(iii) Diplopia yang tidak dapat dikoreksi;

5. Bidang Telinga Hidung Tenggorokan (TlfQ:
(i) Tuli yang Udak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar setelah dilakukan

pemeriksaan audiometri nada mumi;

(ii) Disfonia ('gangguan suaral berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk
komunikasi verbal;

6. Sistem tlaU dan Pencemaan3 Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati);

7. Sistem Urogenital (ginjal dan saluran kemih)r Gangguan fungsi ginjal bemt yang
memerlukan dialisis termasuk CAPD dan hemodialisis;

8. sisam Muskuloskeleta! (alat gerak): Gangguan fungsi muskuloskelebl yang tidak dapat
dikoreksi melalui skoring ADL (activity daily tMngl) xr;-a mandiri;



9. Keganasan (kanker): kanker yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.

Penjelasan lebih lanjut dari istilah-istilah tersebut dapat dilihat pada lampiran (pengertian-
pengertian).

Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategorl, yaitu:

1. Jika pada bakal calon tidak ditemukan disabilitas, maka ia dinyatakan memenuhi syarat
"mampu secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok.

2. Jika pada bakal calon ditemukan salah satu disabilitas tersebut diatas, maka ia dinyatakan
k memenuhi "mampu secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk

melaksanakan tugas dan kewajiban sebagal Walikota dan Wakil Walikota Depok .

Ketemngan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari nm Penilaian Kesehatan yang

disampaikan kepada KPU Kota Depok untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Dalam kaitannya dengan rahasia kedoKemn, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan
(ndical rxord) menjadi milik tim penilai k*ehatan dan disimpan di RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad

sedangkan isi rekam medis merupakan milik Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok.

Ketemngan hasil pemeriksaan lengkap (mdical report) dikinmkan kepada KPU Kota Depok dan
menjadi tanggungjawab KPU Kob Depok.

KETERAI{GAN

Jenis dan lama Pemeriksaan

a. MMPI = Minnesota Multiphasic Petnnality Inventory (90 menil)

b. Penyakit dalam (30 menit)

c. Bedah (20 menit)

d. Neurologi (60 menit)

e. Kandungan (ginekologi) (30 menit), bagi calon Presiden dan Wakil Presiden perempuan

f. Wawancara Psikiatri (60 menit)

g. Mata (30 menit)

h. THT (20 menit) dan audiometri nada murni (30 menit)

i. Jantung dan pembuluh darah: EKG, Treadmill(3o menit)

j. Paru: spirometri dan tes lain (20 menit)

k. Radiologi thoraks (15 menit)

l. USG Abdomen (15 menit)

m. Ekokardiografi (20 menit)

n. Pengambilan sample laboratorium (10 menit)

o. USG transvaginal (15 menit)

Pengertian-Pengertian

Audiometri nada murni adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran;

CT Scan (ampufurized tommognphy) adalah pemerikaan dengan menggunakan sinar X
secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertenfu;

Disabilitas koordinasi adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan
gerakan;

Disabilitas motorik adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak;

Disabilitas penglihatan adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria disabilitas
penglihatan dari WHO;



Dasabilitas sensorik adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan);

Ilokter penihi kesehatan (asgiing phf*ian)dalah dokter png tidak mempunyai hubungan

dokter-pmien dengan terperiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan

keterangan kepada pihak ketiga;

Doppler karctis dcua kranial adalah pemaikaan dengan menggunakan pantulan gelombang

uara pada pembuluh damh leher;

H@rdiqradry adalah pemerikaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui

anatomi dan fungsi jantung;

ElecrolodiogErfi (EKG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elekbik untuk
merpehhui hantaran listrik jantung;

trmu l(edokbran Berbads Bukti adalah proses sistematik unhJk menemukan, menelaah,

mer€vieur, dan memanfaatkan hmiFhasil studi sebagai pengambil keputusan klinik;

Galggrnn fungsi eksekubT adalah ketidakmampuan unh.Ik mengambil kepuhsan;

@ngguan kepribadhn adalah perilaku dan pengalaman sufiektif yang menetap dan menyimpang

dari standar budaya, pervasif, dan tidak flekibel, onset pada masa remaja atau deurasa muda, stabil

dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya. Bla ciridri kepribadian sangat kaku dan
maladaptif dan menimbulkan hendaya fungsi atau penderitaan secara s:byektif, dapat didiagnosis

sebqai gangguan kefibadian (Buku Snopsls edisi ke 9);

Gangguan komunilad adalah gangguan bicara dan bahasa (afmia motorik dan sensorik; ekspredf
dan resept0;

Gangguan memori adalah gangguan kognitif ringan (mild cognitive impairment);

llagnetk R@rprre InWhg (MRI) adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi

magnetik unfuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;

l@rretb Reotlrl@ Arrg@raplry (MRA) adalah pemeriksaan-pemeriksaan dengan
menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi pembuluh darah

l,bnqrafiadalah pemerikaan radiologik untuk merEebhui kelainan morfulogi di pawdara;

Minn@b Multiphasic Perfinality Invenbty (MMPI) adalah suatu instuumen psikiatrik

untuk melihat profil kepribadian seseomng pada suatu saat. Sdain itu MMPI merupakan alat
penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;

Neurosis berat adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ban)raknya keluhan fisik dan pikis,
png menyebabkan kemunduran kemampuan sosial, tetapi tidak mengalami gngguan dalam
kemampuan penilaian realitas;

Gangguan obsEuki pemfasan adalah gangguan fungsi paru berupa hambabn alimn udara
ekpirasi. Penilaian dengan mengukur volume ekspirasi Paksa Detjk 1 (VEPl).

Normal 8GlfiF/o, ringan 50o/o-80o/o, sedang 30o/o-50o/o, berat kurang dari 30 o/o dari nilai prediksi.

Gangguan r€stuiksi pemfasan adalah gangguan fungsi paru berupa keterbabsan
pengembangan paru. Penilaian dengan mengukur kapasitas vital (l$.
Normal BGlOOo/o, ringan 5(F/o{0olo, sedang 30o/o-5ffi/o, bemt kumng <hri 30 o/o dari nilai prediksi.

Eikods adalah gangguan jiwa )rarE merryebabkan ketidakmampun untuk menilai realit?s;

R€hrdasi menlal adalah kemundumn keadaan tamf kecerdasan bemda di bawah mb-mta (100);

SpircmeEi adalah pemerilsaan untuk mengebhui kapaibs dan fungsi paru;

Sidik perfus- nuldir jantung adalah pemerilcsaan dengan perunut bahan radioaldf untuk menilai
pefusi dan fungsijantung;

Treadmill @, adalah uji latih jantung untuk menilai gangguan iskemia dan kapasitas fungsional
jantung;

Ultrasonography (USG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrmnik
untuk merEebhui anatomi oryan fubuh terGntu.



j

Gangguan fungFi muslartodtel€lal yang tidak dapat dikoreksi dinilai berdmarkan sl@ring ADL

secira mandiri.

HsaHtiE dahm bidang ginekologi berhubungan dengan keganasan;

@ngguan fungsi hati M adalah sirosis hepatis dtild C

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 4 Agustus 2010

KOTIIISI PETILI}IAN UITIU I'I
KOTADEFOK

Kehra,

MUHAiII.IAL HASAil

\/

v

Ttd




